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BABIV 
PENUTUP 
1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1983 Po ligami dapat dilakukan dengan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: 
• 	 Dalam memori penjelasan PP 1011983 PNS pria yang akan beristri lebih 
dan seorang dan PNS wanita yang menjadi istri keduaJketigalkeempat dan 
seorang yang bukan PNS diharuskan untuk memperoleh izin dahulu dan 
pejabat atasannya. Sedangkan PNS wanita\ tidak diizinkan untuk menjadi 
\ 
istri keduaJketigaJkeempat dari PNS. 
• 	 lzin tersebut menurut pasa1 10 ayat 2 dan ayat 3 harus memenuhi 
sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan memenuhi tiga syarat 
kumulatif. 




- Mampu berlaku adil (surat An Nisa ayat 3 dan ayat 129) 

- Mampu memberi nafkah (surat An Nur ayat 33) 

- Poligami dibatasi em pat istri (surat An Nisa ayat 3) 

· Larangan mcnghimpun dua istri yang bersaudara kandung (surat An Nisa 

ayat 23) 
b. 	 PP nomor 10 tahun 1983 adalah produk hukum siyasah yang terbuka untk 
penJnJauan perubahan dan pcnycmpurnaan. Tetapi untuk saat sekarang 
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pencabutan terhadap peraturan tersebut kurang tepat untuk di1akukan karena 
beberapa peraturannya masih diperlukan. Kecuali dua ketentuan yang 
bertentangan dengan syariah Islam dan juga hukum positifyaitu: 
- Adanya izin dari atasan; 
- syarat bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat 
bagi PNS pria. 
2. Saran 
a. Peraturall Pcmerinlah Nomor 10 lahun 1983 masih diperlukan dan tidak perlu 
dilakukan pencabutan secara mcnycluruh. Sebaliknya hanya beberapa pasal 
saja yang perlu dicermali dan untuk kemudian dilakukan pengubahan ataupun 
pencabutan. 
b. Sebelum mencabut PP Nomor 10 tahun ) 983, diperlukan suatu penjeJasan 
yang lebih mendetail dari pemerintah. Usulan yang diajukan oleh Menteri 
Ncgara Pemberdayaan Perempuan, Khoftfah Indar' Parawansa masih belum 
disertai pcnjclasan yang \l1cnycntuh essensi dari peraturan tersebut, 
seharusnya penjelasan yang terarah adalah merupakan prioritas refonnasi. 
Sudah bukan rahasia lagi di masa Orde Baru suatu peraturan hukum berlaku 
menurut scient pcmerinlah. 
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